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Abtract : The role of economics in Islam is something significant in the course of da'wah Rasu>lulla>h SAW., Because it becomes an alternative solution to the economic problems that are loaded with social inequality. Islamic economics offers the concept of a fair and equitable economy. Thus, one of the successful mission of the Prophet. is because, based on the principles of honesty, fairness, not exploitative. According to Ibn Taymiyya, Islamic economics is the economics of a society that is well equipped, organized on the basis of free enterprise, and personal property with the limits set by moral considerations and supervised by a provision that uphold sharia fair and work for the community. The purpose of the Islamic economic system is nothing but creating welfare and fairness in carrying out activities to happiness bermuamalah world and the hereafter.
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Pendahuluan
Istilah ekonomi Shari>’ah atau perekonomian Shari>’ah hanya dikenal di Indonesia, sedangkan  di negara-negara lain, istilah tersebut dikenal dengan nama ekonomi Islam (Islamic economy, al-iqtis}a>d al-islami>) dan sebagai ilmu, istilah ekonomi Islam disebut dengan (Islamic economics atau ‘ilm al-iqtis}a>d al-islami>). Ekonomi atau ilmu ekonomi Islam berbeda dengan ekonomi atau ilmu ekonomi konvensional yang berkembang di dunia dewasa ini. Perbedaan tersebut terutama  dikarenakan ekonomi Islam dibangun  berdasarkan prinsip-prinsip religiusitas yang berorientasi dunia  dan  akhirat dan tentunya amat terikat kepada nilai-nilai agama Islam, sedangkan ekonomi konvensional memisahkan diri dari agama sejak negara-negara Barat berpegang kepada sekularisme dan menjalankan politik sekularisasi.​[1]​ 
Dalam kajian akademik disimpulkan bahwa sistem ekonomi Islam sudah ada dan dipraktekkan sejak periode-periode saat sumber-sumber hukum Islam tersebut masih dalam proses turunnya. Masa Rasu>lulla>h SAW.. praktek ekonomi yang sesuai dan selaras atau praktek ekonomi tidak sesuai dengan syariat akan dijelaskan dan ditetapkan, baik itu dalam al-Qur’an maupun hadith Nabi SAW. Muhammad SAW. secara kongkrit dan faktual.
Rasu>lulla>h SAW. menyebutkan, bahwa ekonomi merupakan pilar pembangunan dunia. Dalam berbagai hadith diriwayatkan bahwa para pedagang (pebisnis) merupakan  profesi terbaik, bahkan mewajibkan ummat Islam untuk menguasai perdagangan.
بها تسعة عشرة الرق ( رواه أحمد  ) عليكم بالتجارة فإن 
“ Hendaklah kamu kuasai bisnis, karena 90 % pintu   rezeki ada dalam bisnis”. (H.R.Ahmad).
 )رواه بيهقي(      كسب التجار ان أطيب الكسب
”Sesungguhnya sebaik-baik usaha/profesi adalah usaha perdagangan”. (H.R.Baihaqi).​[2]​
 Dalam konteks tersebut, sangatlah jelas bahwa risa>lah yang dibawa Rasu>lulla>h SAW. sangat memperhatikan masalah-masalah mendasar dalam perekonomian, bahkan di dalam al-Qur’an telah dijelaskan bahwa Islam merupakan agama “pembebasan” dari belenggu kemiskinan dan kediktatoran, Islam merupakan agama anti kemiskinan sehingga melalui risa>lah semisal zakat, infak, s}adaqah, wakaf dan semisalnya, merupakan salah satu aspek yang dapat dijadikan Instrumen praksis dalam menanggulangi kemiskinan, disamping anjuran untuk berkerja dan berusaha secara maksimal sesuai dengan kemampuannya.​[3]​
Dengan demikian tidaklah mengherankan jika kajian ekonomi Islam mencapai ribuan  kitab dengan beragam perspektif dan pendekatan, misalnya dalam kitab-kitab fikih yang senantiasa membahas topik-topik seperti mud}a>rabah, musha>rakah, mura>bah}ah, ija>rah, wadi>’ah, waka>lah, hawa>lah, kafa>lah, ji’a>lah, bai>’ sala>m, istis}na>’, riba>, dan konsep-konsep muamalah lainnya.  Selain dalam kitab-kitab  fikih, terdapat karya-karya ulama klasik yang sangat melimpah dan secara panjang lebar (luas) membahas konsep dalam ilmu ekonomi Islam yang didasarkan kepada kemulyaan agama dan kearifan syariatnya, sehingga dalam konteks ini membedah kearifan sistem ekonomi Islam pada dasarnya  merupakan pemaparan deskriptif analisis dari praktek ekonomi  Islam yang telah dilakukan sejak zaman Rasu>lulla>h SAW. hingga generasi sesudahnya, yang tentunya mengandung hikmah dan ketauladanan yang bersumber dari Sang Pencipta Manusia.
 
Historisitas Penataan  Ekonomi Islam Generasi Awal
Aspek politis Penataan  ekonomi pada masa Rasu>lulla>h SAW.
Suatu saat  seorang penguasa Bani Umayyah bernama Abdul Malik ibn Marwan bertanya kepada Urwah ibn Zubeir tentang mengapa kaum Quraish menentang dakwah Nabi SAW. SAW., Urwah menjawab, “ketika Nabi SAW. menyeru kaumnya dengan petunjuk dan pencerahan yang diturunkan kepadanya, mereka mulanya tidak menjauh, dan nyaris akan menanggapinya. Sampai kemudian Nabi SAW. menyebut-nyebut berhala mereka, hingga datangnya sekelompok orang berharta melimpah yang kemudian mengingatkan mereka akan bahaya dakwah tersebut. Sejak saat itulah mereka menghindar dari Nabi SAW., kecuali sedikit yang dijaga oleh Allah”. Di sini, sebenarnya terlihat sekali sesuatu yang kontras luar biasa antara keyakinan (celaan terhadap berhala-berhala mereka) dengan kedatangan orang kaya yang umumnya tak lebih penting bagi mereka kecuali keselamatan harta benda mereka.
	Menurut al-Jabi>ri> dan beberapa kajian tentang keyakinan Quraish di masa Nabi SAW., berhala-berhala bagi kaum Quraish tidak sampai pada derajat “yang sakral” sehingga seseorang rela mati untuk mempertahankan kesakralannya.​[4]​   Berhala-berhala tersebut tidak lebih dari simbol untuk menjaga sumber pendapatan dan tulang punggung ekonomi mereka. Mekkah merupakan sentra berhala masing-masing kabilah; tempat mereka berkumpul dalam ritual haji yang banyak mendatangkan devisa bagi suku-suku Quraish. Rasionalisasi kekhawatiran mereka akan berhala tersebut tak lebih karena itu sama artinya dengan bertindak lancang atas sumber pendapatan dalam haji dan aktivitas ekonomi yang berkaitan denganya. Kekuatiran akan kehilangan sumber-sumber pendapatan mereka, membuat Quraish dengan keras menentang dakwah Nabi SAW.. 
Secara politis, perpindahan Nabi SAW. dari Mekkah ke Madinah juga dapat dibaca sebagai proses menjalankan dakwah dengan cara yang lain, seperti megutus ekspedisi dan menyerang kafilah dagang Quraish, bukan semata-mata karena takut dan melarikan diri dari kejaran Quraish. Cara-cara berdakwah seperti itu, ketika itu “dapat dibenarkan” sebagai bentuk “embargo” ekonomi atas Mekkah, demi menanti penyerahan total secara politis agar mereka selanjutnya memeluk Islam. Dari  penjelasan ini, pemikiran-pemikiran tentang sistem perekonomian dan penataannya  sudah muncul dalam nalar politik Islam permulaan. Kenyataan itu pulalah yang sudah dideteksi secara jeli oleh Nabi SAW. Beberapa serangan Nabi SAW. atas kafilah Quraish, misalnya yang terjadi di Buwath, dan beberapa perang seperti Perang Badar, tak lain demi memberikan pukulan ekonomis terhadap kaum Quraish. Kepentingan inilah yang dapat dipahami dari penentangan Quraish terhadap ayat-ayat Qur’an. Dalam pengertian lain menyentuh persoalan berhala mereka, dalam pemahaman Quraish tak lain adalah pengumuman perang terhadap sumber-sumber ekonomi mereka. 
Dari perspektif ini peran ekonomi merupakan sesuatu yang signifikan dalam perjalanan dakwah Rasu>lulla>h, serangan terhadap kepentingan ekonomi Quraish perlu dilancarkan demi menaklukkan mereka, sembari menegaskan bahwa hanya dengan Islam mereka akan dapat diuntungkan. Islamnya kaum Quraish sangat berarti untuk mengislamkan suku-suku lain, karena mereka adalah suku yang berkuasa di Mekkah, sehingga proses penghadangan terhadap ekspedisi perniagaan Quraish perlu dilancarkan dari Madinah, sebab jalur perdagangan antara Mekkah dan Sha>m (Shiria sekarang) akan melewati jalur Madinah. Nabi SAW. paham betul, bahwa strategi perang yang paling menyakitkan bagi Quraish adalah yang dapat menyadarkan bahwa kepentingan niaga mereka akan benar-benar terancam. 

Penataan Ekonomi Masa Khulafaur Rasyidin
Masa Khulafa>’ al-Ra>shidu>n adalah masa saat pemerintahan Islam dipimpin secara bergantian oleh Sahabat Abu>> Bakar S}iddi>q, Umar ibn Kha}t}a>b, Uthma>n ibn Affa>n dan ’Ali ibn Abi> T}a>lib selama kurang lebih 30 tahun pasca wafatnya Rasu>lulla>h SAW.  Pada masa ini keberadaan Islam masih dalam proses pemantapan dalam mengkonstruksi peradaban yang telah diwariskan Rasu>lulla>h SAW. Berbagai macam konflik dan polimik secara bergantian mengguncang eksistensi Islam termasuk dalam kepentingan politik dan ekonomi yang dapat dikatakan sebagai soko guru stabilitas Daulah Islamiyah pada saat itu.  
Diantara ganggungan stabilitas yang terjadi pada masa Khali>fah Abu> Bakar adalah keengganan sebagian kaum muslimin untuk memnbayar zakat, hal ini dapat memicu krisis dalam pendapan keuangan Negara yang pada akhirnya menjadikan lemah dan tidak efektif, melihat kondisi tersebut Khali>fah Abu> Bakar memerangi masyarakat dari kaum muslimin yang tidak mau membayar zakat kepada negara, walaupun sebenarnya mereka masih mau mendirikan shalat. Menurut Abu> Bakar, shalat dan zakat tidak dapat dipisahkan, sehingga pembangkangan terhadap salah satunya tidak dapat ditolerir. Hal ini dibenarkan dan tidak ditentang oleh para shahabat yang lain, sehingga peristiwa ini menjadikannya sebagai Ijma Shahabat. Zakat dihimpun oleh negara dan didistribusikan juga oleh negara.​[5]​
Tindakan politik yang dilakukan Khali>fah Abu> Bakar ini merupakan bentuk perlindungan terhadap bangunan system perekonomian Islam, dimana dengan zakat sirkulasi ekonomi akan berjalan secara seimbang karena dapat terdistribusi dengan baik sesui aturan yang ada dalam al-Qur’an dan al-Sunnah yang menjadi pedoman Negara. Melihat pentingnya pemeliharaan stabilitas ekonomi maka pada masa khali>fah Umar ibn Khat}t}a>b dibentuklah lembaga perekonomian yang disebut dengan Bait al-Ma>l (kantor penyimpan kas dan kekayaan negara) dengan Diwa>n-diwa>nnya pada tahun 20 H. Hal semacam ini belum pernah ada di masa pemimpin Islam sebelumnya.​[6]​
Diwa>n, sebagaimana dikatakan al-Mawardi> dalam ah}ka>m al-Sult}a>niyah adalah tempat menyimpan berbagai macam aspek administratif yang berhubungan dengan negara, seperti daftar pekerjaan dan proyek negara, daftar kekayaan negara, siapa-siapa yang bertanggung jawab terhadap keduanya, dan daftar tentara dan para pegawai negara. Diwan termasuk dalam ilmu ekonomi Islam sebab hal ini adalah perkara tata  cara teknis dalam urusan harta barang dan jasa. Sehingga ilmu tentang diwan bisa diadopsi menjadi ilmu ekonomi Islam walaupun ilmu ini sebenarnya diadopsi dari negara Persia dan Romawi.
Dalam kajian sejarah terdapat fakta yang menjelaskan bahwa kas negara pada masa khali>fah Umar ibn Khat}t}a>b selalu habis dibagikan pada masyarakat dalam sebelum setahun, sehingga sumber keuangan Negara selalu defisit. Hal ini sebagaimana tertera pada surat yang dikirimkan khali>fah Umar ibn Khat}t}a>b kepada Abu> Mu>sa> al-Ash’ari> yang berbunyi : “amma ba’du, ketahuilah bahwa dalam sehari dalam setahun, tidak tersisa sedirham pun kas di Bait al-ma>lketika aku mengeceknya, sehingga Allah SAW. mengetahui bahwa aku sudah memenuhi hak masyarakat”. Abu> Ubaid pun berkata: “jika datang hasil kekayaan kepada negara di pagi hari, maka tidak sampai tengah hari Umar telah habis membagikannya”. Dan diriwayatkan pula oleh Ibn Sa’ad bahwa Umar pernah menulis surat kepada Hudhaifah pegawainya, “berikanlah mereka (setiap warga) bagiannya dan rezekinya”. Namun dalam surat balasannya Hudhaifah mengatakan, “kami sudah memberikan mereka semua bagiannya, akan tetapi harta tersebut masih banyak tersisa”. Menerima laporan itu Umar kemudian menulis surat lagi, “harta itu adalah hasil fa’i, mereka sendiri yang telah diberikan oleh Allah, dan bukan milik Umar atau keluarganya. Bagikan lagi harta sisa itu kepada mereka!”. Demikian sikap Umar terhadap harta negara. Sejarah juga telah menulis, bahwa Umar selalu melakukan hal ini sepanjang masa pemerintahannya. 
Abu> Yu>suf mengutip sebuah riwayat yang menegaskan  bahwa khali>fah Umar ibn Khat}t}a>b  pernah melewati kakek tua renta dengan matanya yang sayu yang meminta-minta di pintu gerbang suatu daerah, lalu Umar menepuknya dari belakang sambil bertanya: “dari ahli kitab mana kamu?”. Orang itu menjawab: “dari Yahudi”. Umar kembali bertanya: “apa yang menyebabkanmu kesini?” orang itu menjawab: “aku kesini ingin meminta bagian jizyah, karena kebutuhanku dan umurku”. Lalu Umar mengajaknya ke Bait al-ma>ldan memerintahkan penjaga Bait al-ma>luntuk memberikan sesuatu kepada orang tua itu sambil berkata: “lihatlah orang tua ini, demi Allah kami tidak tega jika masa mudanya kami memakan hasil jerih payahnya (memungut jizyah), dan ketika ia sudah tua kita tidak mengasihaninya. Dan bahwasanya zakat itu adalah untuk orang-orang fakir dan miskin. Orang fakir adalah orang-orang Islam, sedangkan orang tua ini termasuk orang miskin dari ahli kitab, maka berikanlah ia jizyah”.​[7]​
Dari beragam peristiwa tersebut dapat difahami bahwa pos-pos pemasukan dan pos-pos pengeluaran negara tidak lain berdasarkan ketentuan Allah dan Rasul-Nya menurut jenis kepemilikannya dalam sistem ekonomi Islam, sebab bila tidak tentu akan mendapat penentangan dari shahabat Nabi SAW. yang lain, yang membuatnya tidak terjadi ijma>’ (kesepakatan). Umar juga membuat sistem ekonomi Islam bekerja dengan baik, dengan mewajibkan perkara-perkara ekonomi yang wajib, juga mengharamkan perkara-perkara ekonomi yang haram. Seperti mewajibkan agar kaum d}uafa>’ dinafkahi oleh keluarga-keluarganya, apabila tidak maka Umar akan menghukum dan mempidanakan keluarganya mulai dari yang terdekat. Apabila kaum d}uafa>’ tersebut tidak memiliki kerabat maka bait al-ma>l akan mendaftarnya sebagai orang-orang yang ditanggung biaya hidupnya. Sehingga tidak ditemukan pada masa Umar orang yang mati atau sakit karena kelaparan.
Umar juga mengharamkan riba, hingga dikisahkan bahwa Umar mengusir keluar Jazirah Arab warga negaranya dari suku Yahudi Fidak, Yahudi Khaibar dan Nasrani Najran disebabkan karena mereka memakan riba. Hal ini karena mereka melanggar ketentuan Rasu>lulla>h SAW. dahulu terhadap non muslim apabila ingin hidup berdampingan dengan kaum muslim, yaitu tidak boleh menjalankan roda ekonomi dengan jalan riba.
Adapun pada masa Uthma>n, tidak banyak informasi aktivitas perekonomian yang bisa didapat dari sejarahnya, sebab referensi sejarah lebih banyak fokus menceritakan kisah perpolitikan. Namun demikian kisah perekonomian juga tetap digambarkan walaupun dalam garis globalnya, yaitu berlimpahnya pemasukan negara yang berdampak pada rizki kaum muslim yang turut berlimpah pula. Demikian pula tidak jauh berbeda dengan masa Khali>fah Ali ibn Abi Thalib.

Membedah Kearifan Sistem ekonomi Islam dalam Perspektif Nalar Pemikiran Muslim Progresif 
Pada awal Islam Sitem ekonomi  Islam yang paling populer dan langsung dipraktekkan oleh Nabi SAW. adalah perdagangan dengan sistem mud}rabah-nya.​[8]​ Namun setelah wafatnya Rasu>lulla>h dan siring dengan  perkembangan zaman yang semakin dinamis pesat, maka system perekonomian memunculkan kreasi dan corak yang semakin beragam, yang pada akhirnya memunculkan konsep-konsep baru dan dikenal oleh hampir seluruh warga negara di dunia ini. Menurut Achyar Eldine setidaknya terdapat ada  sistem ekonomi yang dikenal masyarakat dunia, yaitu kapitalisme, sosialisme, fasisme, komunisme, dan yang terahir adalah ekonomi Islam.​[9]​ 
Di era keterpurukan ekonomi dunia dewasa ini, sistem ekonomi Islam telah menasbihkan diri sebagai sebuah sistem ekonomi yang tangguh dan secara kokoh bertahan dari terpaan badai krisis ekonomi global. Ketangguhan dan kekokohan sistem ekonomi Islam tentunya berdasar pada aspek-aspek ajaran teologis Islam yang berdasar al-Qur’an dan al-Sunnah sebagai  undang-undangnya. 

Kearifan Sistem Ekonomi Islam dalam Perspektif Ibn Taimiyah 
Taqiyuddi>n Ah}mad ibn Abd al-H}ali>m, atau yang dikenal dengan Ibn Taimiyah, dilahirkan di H}arran pada 10 Rabi>ul Awa>l 661 H/27 Januari 1263 M. Pemikiran ekonomi  Ibn Taimiyah banyak diambil dari berbagai karya tulisnya, antara lain Majmu>’ Fatawa> Shaikh al-Isla>m, al-Siya>sah al-Shar’iyah fi Is}lah} ar-Ra’i wa al-Ra’iyah dan al-H}isbah fi al-Isla>m.
Substansi  dari konsep Pemikiran ekonominya adalah keadilan sosial ekonomi. Keadilan ini harus dirasakan semua umat, tanpa terkecuali. Meski menekankan pendekatan normatif dalam ekonomi, Ibn Taimiyah juga adalah sosok ekonom yang brilian dan memahami kondisi ekonomi yang terjadi. Konsep pasar sempurna yang dia tawarkan menunjukkan bahwa melakukan pendekatan positif dalam memahami ekonomi. Meski, bingkainya disertai dengan moralitas dan nilai-nilai Islam. 
Ibn Taimiyah mendambakan suatu masyarakat yang dibekali dengan baik, terorganisir pada basis kebebasan berusaha, dan kekayaan pribadi dengan batas-batas yang ditetapkan oleh pertimbangan moral dan diawasi oleh suatu ketentuan yang adil yang menegakkan syariah dan bekerja untuk masyarakat.​[10]​  Diantara gagasan Ibn Taimiyah dalam Persoalan Sistem Perekonomian yang sangat mengagumkan adalah : 
1.	Konsep Keadilan Harga
Hukum permintaan dan penawaran rupanya telah menjadi salah satu konsep yang ditawarkan oleh Ibn Taimiyah. Menurutnya, harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Naik turunnya harga tidak ditentukan oleh tindakan tidak adil dari sebagian orang yang terlibat transaksi. Bisa jadi penyebabnya adalah penawaran yang menurun akibat inefisiensi produksi, penurunan jumlah impor barang yang diminta atau juga tekanan pasar.​[11]​ 
Meskipun demikian Ibn Taimiyah mengingatkan pentingnya harga yang adil. Ibn Taimiyah tampaknya merupakan orang yang pertama kali menaruh perhatian khusus terhadap permasalahan ini. Dalam membahas persoalan yang berkaitan dengan harga, ia sering kali menggunakan dua istilah, yakni kompensasi yang setara (‘iwa>d} al-mithl), dan harga yang setara (tsaman al-mitsl). Ia menyatakan; “kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara, dan inilah esensi keadilan (nafs al-‘adl)”.​[12]​
Ibn Taimiyah juga membedakan antara dua jenis harga, yakni harga yang tidak adil dan dilarang serta harga yang adil dan disukai. Ibn Taimiyah menganggap harga yang setara sebagai harga yang adil. Oleh karena itu, ia menggunakan kedua istilah ini secara bergantian. Konsep Ibn Taimiyah mengenai kompensasi yang setara (‘iwa>d} al-mithl) tidak sama dengan harga yang adil (tsaman al-mitsl). Persoalan tentang kompensasi yang adil atau setara (‘iwa>d} al-mithl) muncul ketika mengupas persoalan kewajiban moral dan hukum.
Dalam mendefinisikan kompensasi yang setara (‘iwa>d} al-mithl), Ibn Taimiyah menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kesetaraan adalah jumlah yang sama dari objek khusus dimaksud dalam pemakaian yang umum (‘urf). Hal ini juga terkait dengan tingkat harga (si’r) dan kebiasaan (‘a>dah). Lebih jauh, ia mengemukakanbahwa evaluasi yang benar terhadap kompensasi yang adil didasarkan atas analogi dan taksiran dari barang tersebut dengan barang lain yang setara. Ibn Taimiyah membedakan antara legal-etik dengan aspek ekonomi dari suatu harga yang adil. Ia menggunakan istilah kompensasi yang setara ketika menelaah dari sisi legal etik dan harga yang setara ketika meninjau dari aspek ekonomi.​[13]​  Ia menyatakan; “sering kali terjadi ambiguitas di kalangan para fuqaha dan mereka saling berdebat tentang karakteristik dari suatu harga yang setara, terutama yang berkaitan dangan jenis (jins) dan kuantitas (miqda>r).”​[14]​
Karena merupakan sebuah konsep hukum dan moral, Ibn Taimiyah mengemukakan konsep konpensasi yang setara berdasarkan aturan hukum yang minimal harus dipenuhi dan aturan moral yang sangat tinggi. Ia menyatakan; “mengompensasikan suatu barang dengan yang lain yang setara merupakan keadilan yang wajib (‘adl wa>jib) dan apabila pembayaran yang dilakukan secara sukarela itu dinaikkan, hal tersebut adalah jauh lebih baik dan merupakan perbuatan baik yang diharapkan (ih}san mustah}ab). Namun,jika mengurangi kompensasi tersebut, maka hal tersebut adalah kezaliman yang diharamkan (z}ulm muh}arram). Begitu pula halnya menukar barang yang cacat dengan yang setra merupakan keadilan yang diperbolehkan (‘adl ja>iz). Meningkatkan kerusakannya justru melanggar hukum (muh}arram) dan menguranginya merupakan perbuatan baik yang diharapkan (ih}san mustah}ab).​[15]​
Tentang perbedaan kompensasi yang setara dengan harga yang adil, ia menjelaskan: “Jumlah yang tertera dalam suatu akad ada dua macam. Pertama, jumlah yang telah dikenal baik di kalangan masyarakat. Jenis ini telah dapat diterima secara umum. Kedua, jenis yang tidak lazim sebagai akibat dari adanya peningkatan atau penurunan kemauan atau faktor lainnya. Hal ini dinyatakan sebagai harga yang setara.”​[16]​
Tampak jelas bagi Ibn Taimiyah bahwa kompensasi yang setara itu relatif merupakan sebuah fenomena yang dapat bertahan lama akibat terbentuknya kebiasaan, sedangkan harga yang setara itu bervariasi, ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran serta dipengaruhi oleh kebutuhan dan keinginan masyarakat. Persoalan harga yang adil muncul ketika menghadapi harga yang sebenarnya, pembelian dan pertukaran barang. Dalam mendefinisikan hal ini, ia menyatakan: “Harga yang setara adalah harga standar yang berlaku ketika masyarakat menjual barang-barang dagangannyadan secara umum dapat diterima sebagai sesuatu yang setara bagi barang-barang tersebut atau barang-barang yang serupa pada waktu dan tempat yang khusus.”​[17]​
Ibn Taimiyah menjelaskan bahwa harga yang setara adalah harga yang dibentuk oleh kekuatan pasar yang berjalan secara bebas, yakni pertemuan antara kekuatan permintaan dan penawaran. Ia menggambarkan perubahan harga pasar sebagai berikut: “Jika penduduk menjual barang-barangnya secara normal (al-wajh al-ma’ru>f) tanpa menggunakan cara-cara yang tidak adil kemudian harga tersebut meningkat karena kelangkaan barang (yakni penurunan supply) atau karena peningkatan jumlah penduduk (yakni peningkatan demand), kenaikan harga-harga tersebut merupakan kehendak Allah swt, dalam kasus ini, memaksa penjual untuk menjual barang-barang mereka pada harga tertentu adalah pemaksaan yang salah (ikrah bi ghairi haq).”​[18]​
Karena itu, Ibn Taimiyah menekankan pentingnya regulasi harga. Tujuan regulasi harga adalah untuk menegakkan keadilan serta memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Ini lah yang dimaksud dengan penetapan harga yang adil. Dimana ada kondisi darurat yang mengharuskan hal itu diambil, seperti kelaparan.
Ibn Taimiyah membedakan dua jenis penetapan harga, yakni penetapan harga yang tidak adil dan cacat hukum serta penetapan harga yang adil dan sah menurut hukum. Penetapan harga yang yang tidak adil dan cacat hukum adalah penetapan harga yang dilakukan pada saat kenaikan harga-harga terjadi akibat persaingan pasar bebas, yakni kelangkaan supply atau kenaikan demand.
2.	Konsep Keadilan Pasar
Penawaran ada dari produksi domestik dan impor. Permintaan ditentukan oleh selera dan pendapatan. Sifat dasar dari pasar adalah impersonal. Harga pasar ditentukan oleh intensitas dan besarnya permintaan, kelangkaan dan melimpahnya barang, kondisi kredit/pinjaman dan diskonto pembayaran tunai.​[19]​
Baginya, memaksa orang agar menjual berbagai benda yang tidak diharuskannya untuk menjual, atau melarang orang menjual barang yang boleh dijual adalah tidak adil dan melanggar hukum. Dengan demikian, jauh sebelum pemikiran ekonomi Barat modern berkembang, Ibn Taimiyah telah menawarkan konsep kebebasan penuh untuk keluar masuk pasar, pasar kompetisi sempurna, perfect competition. Meski demikian, ketika ada tindakan zalim dari pedagang dengan menimbun atau kelaparan, pasar tidak sempurna, perang atau kekeringan, maka pemerintah harus  melakukan kebijakan penetapan harga. 
Dalam konteks ini juga, Ibn Taimiyah  memiliki sebuah pemahaman yang jelas tentang bagaimana, dalam suatu pasar bebas, harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Ia mengemukakan: “Naik turunnya harga tidak selalu diakibatkan oleh kezaliman orang-orang tertentu. Terkadang, hal tersebut disebabkan oleh kekurangan produksi atau penurunan impor barang-barang yang diminta. Oleh karena itu, apabila permintaan naik dan penawaran turun, harga-harga naik. Di sisi lain apabila persediaan barang meningkat dan permintaan terhadapnya menurun, harga pun turun. Kelangkaaan atau kelimpahan ini bukan disebabkan oleh tindakan orang-orang tertentu. Ia bisa disebabkan oleh sesuatu yang tidak mengandung kezaliman, atau terkadang, ia juga bisa disebabkan oleh suatu kezaliman. Hal ini adalah kemahakuasaan Allah yang telah menciptakan keinginan di hati manusia.”​[20]​
Ibn Taimiyah menyebutkan dua sumber persediaan, yaknin produksi lokal dan impor barng-barang yang diminta (ma> yukhlaq aw yujlab min dha>lik al-ma>l al-mat}lu>b). Untuk menggambarkan permintaan terhadap suatu barang tertentu, ia menggunakan istilah raghbah fi al-shai’, yang berarti hasrat terhadap sesuatu, yakni barang. Hasrat merupakan salah satu hasrat terpenting dari permintaan, faktor lainnya adalah pendapatan. Perubahan dalam supply digambarkannya sebagai kenaikan atau penurunan dalam persediaan barang-barang, yang disebabkan oleh dua faktor, yakni produksi lokal dan impor.
Ibn Taimiyah mencatat beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan serta konsekuensinya terhadap harga, yaitu:
a.	Keinginan masyarakat (raghbah) terhadap berbagai jenis barang yang berbeda dan selalub berubah-ubah. Perubahan ini sesuai dengan langka atau tidaknya barang-barng yang diminta. Semakin sedikit jumlah suatu barang yang tersedia akan semakin diminati oleh masyarakat.
b.	Jumlah para peminat (tulla>b) terhadap suatu barang. Jika jumlah masyarakat yang menginginkan suatu barang semakin banyak, harga barang tersebut akan semakin meningkat, dan begitu pula sebaliknya.
c.	Lemah atau kuatnya kebutuhan terhadap suatu barang serta besar atau kecilnya tingkat dan ukuran kebutuhan. Apabila kebutuhan besar dan kuat, harga akan naik. Sebaliknya, jika kebutuhan kecil dan lemah, harga akan turun.
d.	Kualitas pembeli. Jika pembeli adalah seorang yamg kaya dan terpercaya dalam membayar hutang, harga yang diberikan lebih rendah. Sebaliknya, harga yang diberikan lebih tinggi jika pembeli adalah seorang yang sedang bangkrut, suka mengulur-ulur pembayaran utang serta mengingkari utang.
e.	Jenis uang yang digunakan dalam transaksi. Harga akan lebih rendah jika pembayaran dilakukan dengan menggunakan uang yang umum dipakai (naqd ra’ij) daripada uang yang jarang dipakai.
f.	Tujuan transaksi yang menghendak8i adanya kepemilikan resiprokal diantara kedua belah pihak. Harga suatu barang yang telah tersedia di pasaran lebih rendah daripada harga suatu barang yang belum ada di pasaran. Begitu pula harga akan lebih rendah jika pembayaran dilakukan secara tunai daripada pembayaran dilakukan secara angsuran.
g.	Besar kecilnya biaya yang harus dikeluarkan oleh produsen atau penjual. Semakin besar biaya yang dibutuhkan oleh produsen atau penjualuntuk menghasilakn atau memproleh barang akan semakin tinggi pula harga yang diberikan, dan begitu pula sebaliknya.
3.	Konsep Keadilan Laba Produksi
Berdasarkan definisinya tentang harga yang adil, Ibn Taimiyah mendefinisikan laba yang adil sebagai laba normal yang secara umum diperoleh dari jenis perdagangan tertentu, tanpa merugikan orang lain. Ia menentang tingkat keuntungan yang tidak lazim,bersifat eksploitatif (gha>ban fah}ish) dengan memanfaatkan ketidakpedulian masyarakat terhadap kondisi pasar yang ada (mustarsil). 

4.	Konsep Keadilan Upah bagi Pekerja
Pada abad pertengahan, konsep upah yang adil dimaksudkan sebagai tingkat upah yang wajib diberikan kepada para pekerja sehingga meraka dapat hidup secara layak di tengah-tengah masyarakat. Tentang bagaimana upah tersebut ditentukan, Ibn Taimiyah menjelaskan; “upah yang setara akan ditentukan oleh upah yang telah diketahui (musamma>) jika ada, yang dapat menjadi acuan bagi kedua belah pihak. Separti halnya dalam kasus jual atau sewa, harga yang telah diketahui (thaman musamma>) akan diperlakukan sebagai harga yang setara.”​[21]​
Tujuan utama dari harga yang adil dan berbagai permasalahan lain yang terkait adalah untuk menegakkan keadilan dalam transaksi pertukaran dan berbagai hubungan lainnya diantara anggota masyarakat. Kedua konsep ini dimaksudkan sebagai panduan bagi para penguasa untuk melindungi masyarakat dari berbagai tindak eksploitatif. Dengan kata lain, pada hakikatnya, konsep ini akan lebih memudahkan bagi masyarakat dalam mempertemukan kewajiban moral dengan kewajiban finansial.
Dalam pandangan Ibn Taimiyah, adil bagi para pedagang berarti barang-barang dagangan mereka tidak dipaksa untuk dijual pada tingkat harga yang dapat menghilangkan keuntungan normal mereka. Tujuan dasar dari harga yang adil adalah untuk melindungi kepentingan pekerja dan majikan serta melindungi mereka dari aksi saling mengeksploitasi.

Maqhasid al-Shari>’ah dalam  Sistem Ekonomi Islam   
	Secara bahasa, maqa>s}id al- Shari>’ah terdiri dari dua kata, yakni maqa>s}id dan al-Shari>’ah. Maqa>s}id berarti kesengajaan atau tujuan, sedangkan al-Shari>’ah jalan menuju sumber mata air,dapat pula dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan. Menurut istilah al-Shatibi} mengatakan, sesungguhnya syariah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat.
Dari pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa tujuan syariah menurut al-Shatibi> adalah kemaslahatan umat manusia. Lebih jauh, ia menyatakan bahwa tidak ada satupun hukum Allah SWT yang tidak mempunyai tujuan karena hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan. Kemaslahatan, dalam hal ini, diartikannya sebagai segala sesuatu yang menyangkut rezeki manusia, pemenuhan penghidupan manusia, dan perolehan apa-apa yang dituntut oleh kualitas-kualitas emosional dan intelektualnya, dalam pengertian yang mutlak.​[22]​
al-Shatibi> menjelaskan bahwa syariah berurusan dengan perlindungan mas}a>lih}, baik dengan cara yang positif, seperti demi menjaga eksistensi mas}a>lih}, syariah mengambil berbagai tindakan untuk menunjang landasan-landasan mas}a>lih}; maupun dengan cara preventif, seperti syariah mengambil tindakan untuk melenyapkan unsur apapun yang secara aktual atau potensial merusak  mas}a>lih}.​[23]​
Maqa>s}idal-Shari>’ah dibagi menjadi tiga, yaitu d}aru>riyah, h}a>jiyah, dan tah}siniyah. Korelasi antara d}aru>riyah, h}a>jiyah, dan tah}siniyah, adalah:
1.	Maqa>s}id d}aru>riyah merupakan dasar bagi maqa>s}id h}a>jiyah dan maqa>s}id tah}siniyah.
2.	Kerusakan pada maqa>s}id d}aru>riyah akan membawa kerusakan pula pada maqa>s}id h}a>jiyah dan  maqa>s}id tah}siniyah.
3.	Sebaliknya, kerusakan pada maqa>s}id h}a>jiyah dan maqa>s}id tah}siniyah tidak dapat merusak maqa>s}id d}aru>riyah.
4.	Kerusakan pada maqa>s}id h}a>jiyah dan maqa>s}id tah}siniyah yang bersifat absolut terkadang dapat merusak maqa>s}id d}aru>riyah.
5.	Pemeliharaan maqa>s}id h}a>jiyah dan  maqa>s}id tah}siniyah diperlukan demi pemeliharaan  maqa>s}id d}aru>riyah secara tepat.​[24]​
Beberapa pemikiran ekonomi al-Shatibi> adalah dalam hal konsep kepemilikan. Menurutnya, kepemilikan individu itu memang ada dan harus diakui, namun untuk hal-hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak, sepert air sungai atau oase, itu tidak bisa dimiliki perorang. Selain konsep kepemilikan, al-Shatibi> juga bicara soal pajak. Menurutnya, pemungutan pajak harus dilihat dari aspek maslahah. Memelihara kepentingan umum adalah tanggungjawab masyarakat. Dalam kondisi tidak mampu, hal tersebut dialihkan kepada Baitul Mal, sehingga tujuan tersebut tercapai. Pajak baru harus dikenakan meski belum dikenal oleh masyarakat.​[25]​ 
Aktivitas ekonomi ysng mengandung kemaslahatan bagi umat manusia disebut sebagai kebutuhan (needs). Ini berbeda dengan wants (keinginan). Karena itu, faktor halal dan kemanfaatan menjadi kunci penting dalam aktivitas ekonomi. Dengan demikian, kebutuhan dasar agama menjadi dasar bagi kebutuhan lain. Ini berbeda halnya dengan Abraham Maslow yang memperkenalkan hierarchy of needs.​[26]​ 
Allah SWT.  telah menjadikan harta sebagi bekal dalam kehidupan manusia diatas bumi, sebagaimana yang disinyalir dalam al-Qur’an ;
                   
” Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik .​[27]​
Harta bukan hanya uang, emas dan permata, melainkan seluruh benda yang menjadi milik manusia dan segala macam bentuk usaha untuk memperolehnya. Maka bumi, pepohonan, ibnatang, air, udara serta seluruh yang ada di atas maupun didalam perut bumi adalah harta kekayaan manusia.
 Maqa>s}id al-Shari>’ah yang terformulasikan dalam Kulliyah al-Khamsah yang berupa menjaga harta ( h}ifdz al-ma>l )  ini mempunyai tujuan menjaga harta dengan penjagaan terhadap sumber-sumbernya, menumbuh kembangkan produk-produknya, serta pola pemerataan pada seluruh ummat manusia, sehingga perusakan tehadap sumber pendapatan perekonomian dapat dipahami sebagai tindakan yang menafikan tujuan Shari>’ah sedangkan pemerilaharaan terhadap sumber pendapatan perekonomian sama dengan upaya menyempurnakan tujuan-tujuan syari’at. 
	Konstruksi syari'at pada prinsipnya mengacu kepada kemaslahatan manusia. Tujuan utama syarî’at Islam (maqa>s}id al-shari>'ah ) adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini sesuai dengan misi Islam secara keseluruhan yang rah>mah li al-'a>lami>n. Al-Sha>tibi> dalam al-Muwa>faqa>t-nya menegaskan: “Telah diketahui bahwa diundangkannya syari’at Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan makhluk secara mutlak.”​[28]​
	 Dalam ungkapan yang lain, Yu>suf al-Qard}a>wi> menyatakan: “Di mana ada maslahah, di sanalah terdapat hukum Allah.”Senada dengan al- Sha>tibi> dan al- Qard}a>wi>, Masdar Farid Mas'udi juga menempatkan kemaslahatan dan keadilan sebagai landasan syari'at, baik landasan filosofi maupun epistemologinya. Masdar berpendapat bahwa hukum haruslah didasarkan kepada sesuatu yang tidak disebut hukum, akan tetapi didasarkan kepada yang lebih mendasar dari sekedar hukum, yaitu sebuah sistem nilai yang dengan sadar diambil sebagai sebuah keyakinan yang harus diperjuangkan, yakni kemaslahatan (good interest ) dan keadilan (justice ).​[29]​
	Dengan demikian maka tujuan dari sistem ekonomi Islam tidak lain adalah menciptakan kemaslahatan dan keadilan dalam menjalankan aktifitas bermuamalah menuju kebahagiaan dunia dan akhirat.

Kesimpulan
1.	Peran ekonomi dalam Islam merupakan sesuatu yang signifikan dalam perjalanan dakwah Rasu>lulla>h SAW., karena menjadi solusi alternatif bagi problem ekonomi yang sarat dengan ketimpangan sosial. Ekonomi Islam menawarkan konsep ekonomi yang adil dan merata. Sehingga, salah satu keberhasilan dakwah Nabi SAW. adalah karena berdasar pada prinsip kejujuran, keadilan, tidak eksploitatif.
2.	Menurut Ibn Taimiyah, ekonomi Islam adalah  ekonomi suatu masyarakat yang dibekali dengan baik, terorganisir pada basis kebebasan berusaha, dan kekayaan pribadi dengan batas-batas yang ditetapkan oleh pertimbangan moral dan diawasi oleh suatu ketentuan yang adil yang menegakkan syariah dan bekerja untuk masyarakat.
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